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ABSTRAK

CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan tahun 2022 mencatat sebanyak
338.496 kasus kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2021, di mana Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) menduduki peringkat 8 tertinggi dengan jumlah
kasus 1.235. Salah satu jenis kekerasan seksual yang terjadi di DIY adalah
perbuatan cabul dalam bentuk pelaku meremas payudara korban sembari
mengendarai motor atau dikenal dengan sebutan begal payudara. Bentuk
perbuatan cabul ini marak terjadi di Ngaglik yang mana pada Bulan Oktober-
Desember 2022 dilaporkan sebanyak 16 kali namun pelaku hingga bulan April
2023 belum tertangkap. Dengan demikian, penelitian ini akan meneliti mengenai
tinjauan hukum sikap Polsek Ngaglik terhadap kasus kekerasan seksual
(pencabulan) serta efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual
(pencabulan) di Polsek Ngaglik.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis sikap Kepolisian
dengan ketentuan yang berlaku serta mendeskripsikan dan menganalisis
penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) di Polsek
Ngaglik dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris yakni membandingkan ketentuan
hukum yang berlaku dengan data di lapangan. Data yang diperoleh melalui teknik
wawancara dengan Polsek Ngaglik, observasi langsung di Polsek Ngaglik, dan
dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, Polsek
Ngaglik dalam menyikapi kasus kekerasan seksual (pencabulan) belum
menjalankan wewenangnya dengan baik dibuktikan dengan menangani
pengaduan secara lisan tidak tepat sesuai KUHAP serta tidak tepat waktu
menyelesaikan perkara pencabulan. Sikap Polsek Ngaglik juga belum sesuai
dengan fungsinya sebagai sebuah Kepolisian Sektor yang diatur dalam Peraturan
Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada
Tingkat Polres dan Polsek Pasal 57. Kemudian, penegakan hukum tindak pidana
kekerasan seksual (pencabulan) di wilayah hukum Polsek Ngaglik jika ditinjau
menggunakan teori efektivitas hukum tersebut sudah ditegakkan namun belum
dilakukan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terdapat beberapa faktor
yang belum bisa menjembatani keberhasilan penegakan hukum yaitu faktor
penegak hukum yang belum secara maksimal melakukan tugasnya, faktor sarana
dan prasarana yang belum memenuhi kebutuhan penanggulangan tindak pidana
kekerasan seksual (pencabulan), serta faktor kebudayaan yang mana kurang
adanya kesiapan serta keyakinan masyarakat terhadap penegak hukum dan
rendahnya kepatuhan serta kepercayaan masyarakat dengan hukum.
Kata kunci: Kepolisian, Pencabulan, Penegakan Hukum
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ABSTRACT

Komnas Perempuan's CATAHU (Annual Note) for 2022 recorded 338,496 cases
of sexual violence in Indonesia in 2021, where the Special Region of Yogyakarta
(DIY) ranked 8th highest with a total of 1,235 cases. One type of sexual violence
that occurs in DIY is obscenity in the form of perpetrators squeezing the victim's
breasts while riding a motorbike or known as breast begging. This form of
obscenity is rife in Ngaglik where in October-December 2022 it was reported 16
times but until April 2023 the perpetrators had not been caught. Thus, this study
will examine the legal review of the attitude of the Ngaglik Police towards sexual
violence (obscenity) cases and the effectiveness of law enforcement for sexual
violence (obscenity) crimes at the Ngaglik Police.

This research is a field research (field research) which is descriptive
analysis in nature, namely describing and analyzing the attitude of the Police with
the applicable provisions as well as describing and analyzing the law enforcement
of the crime of sexual violence (obscenity) at the Ngaglik Police Station using the
theory of legal effectiveness. The approach used is a juridical-empirical approach,
namely comparing the applicable legal provisions with data in the field. The data
obtained through interview techniques with the Ngaglik Police, direct observation
at the Ngaglik Police, and documentation.

Based on the results of the research and data analysis conducted, the
Ngaglik Police in responding to cases of sexual violence (obscenity) have not
exercised their authority properly as evidenced by handling complaints verbally
which are not appropriate according to the Criminal Procedure Code and not
completing cases of obscenity on time. The attitude of the Ngaglik Polsek is also
not in accordance with its function as a Sector Police which is regulated in Police
Regulation Number 2 of 2021 concerning Organizational Structure and Work
Procedures at the Polres and Polsek Article 57. Then, law enforcement for
criminal acts of sexual violence (obscene) in the jurisdiction of the Polsek Ngaglik,
if viewed using the theory of legal effectiveness, has been enforced but has not
been carried out optimally. This is evidenced by the fact that there are several
factors that have not been able to bridge the success of law enforcement, namely
law enforcement factors that have not optimally carried out their duties, facilities
and infrastructure factors that have not met the needs of overcoming the crime of
sexual violence (obscenity), as well as cultural factors where there is a lack of
preparedness. as well as public confidence in law enforcers and low compliance
and public trust in the law.
Keywords: Police, Obscenity, Law Enforcement
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MOTTO

“Biaya hidup di Norwegia mahal, Del. Kamu mana sanggup kalau gini-gini
terus”

“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik,
maka ia akan memanfaatkanmu”

(HR Muslim)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan digolongkan ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu

kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan perampasan kemerdekaan.

Menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang

Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas

Perempuan), kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan,

menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait

dengan nafsu perkelaminan secara paksa yang berakibat penderitaan atau

kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi,

sosial, budaya, dan/atau politik. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan,

kekerasan seksual merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender.1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual sendiri membagi kekerasan seksual menjadi 9 (sembilan) bentuk, yaitu

pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi,

pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi

seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.2

1 KOMNAS PEREMPUAN, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang
Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 115.

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
Pasal 4 ayat (1).
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Menurut siaran pers Komnas Perempuan tentang Catatan Tahunan

(CATAHU) 2022, tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah

diadukan pada tahun 2021.3 Menurut data CATAHU 2021 Komnas Perempuan,

dalam kurun 10 tahun terakhir (2010-2020), angka kekerasan seksual terhadap

perempuan banyak mengalami peningkatan, mulai dari 105.103 kasus pada tahun

2010 hingga mencapai 299.911 kasus pada tahun 2020 atau rata-rata kenaikan

19,6% per tahunnya. Hanya pada tahun 2015 dan 2019, angka tersebut mengalami

sedikit penurunan, yaitu masing-masing sebanyak 10,7% dan 22,5% kasus.4

Berdasarkan data Perlindungan Korban Kekerasan Daerah Istimewa

Yogyakarta dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan

Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY), jumlah

korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2021 adalah sebanyak 1.235 kasus di mana

terdapat penurunan kasus pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.266 kasus.

Penurunan ini terjadi karena pelayanan yang tidak normal akibat dari keterbatasan

korban mengakses layanan karena dampak pandemi.5 Berdasarkan jumlah kasus

tersebut, Komnas Perempuan dalam website resminya memaparkan data kasus

kekerasan terhadap perempuan di Yogyakarta menduduki peringkat ke 8 dari 34

3 Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum,
tanggal 5 Oktober 2022.

4 Komnas Perempuan, CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan
Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di
Tengah Covid-19, (22 September 2021).

5 Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
DIY (DP3AP2 DIY), 2022.
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provinsi di Indonesia menurut data CATAHU Komnas Perempuan tahun 2021

dan menduduki peringkat pertama menurut data Simponi.6

Wilayah hukum DIY meliputi satu kota (Kota Yogyakarta) dan empat

kabupaten (Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul,

dan Kabupaten Sleman).7 Diantara keseluruhan kabupaten yang tercatat dalam

wilayah hukum DIY tersebut, kabupaten Sleman menduduki urutan tertinggi

dengan jumlah korban berjenis kelamin perempuan pada tahun 2021 sebanyak 72

kasus kekerasan fisik, 89 kasus kekerasan psikis, dan 49 kasus kekerasan seksual.8

Data tersebut merupakan data yang ditulis sesuai dengan jumlah catatan

pelayanan pada tahun itu. Korban yang tidak melapor atau tidak ditangani maka

tidak dicatat dalam data DP3AP2 DIY. Data yang tidak dicatat tersebut salah

satunya adalah kasus pencabulan.9 Bentuk kekerasan seksual pencabulan yang

dimaksud merupakan kekerasan seksual di mana pelaku melakukan perbuatan

cabul meremas payudara korban. Dikalangan masyarakat, perbuatan cabul ini

dikenal dengan istilah begal payudara. Dikatakan begal payudara karena biasanya

pelaku dalam melakukan aksinya sembari mengendarai kendaraan dan terjadi di

ranah publik layaknya begal. Jika begal dilakukan dengan maksud

6 Komnas Perempuan, Kabar Perempuan: Perjalanan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan
terhadap Perempuan di Yogyakarta dan Semarang, 6-9 Desember 2021.

7“Data Administrasi Pemerintahan Daerahh Istimewa Yogyakarta”,
http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/pencarian_data/index, diakses pada 11 Desember 2022
pukul 17.37 WIB.

8 Ibid.

9 Wawancara dengan Winoto, Bidang Satuan Reserse dan Kriminal Unit Panit 3 Polsek
Ngaglik, Kabupaten Sleman, 19 September 2022.

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/pencarian_data/index
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ingin merampas harta korban, maka begal jenis ini adalah membegal payudara

korban.10

Kepolisian di wilayah Polsek Ngaglik yang merupakan salah satu wilayah

hukum Polresta Sleman, menerangkan bahwa wilayah Ngaglik terdapat banyak

terjadinya kasus pencabulan meremas payudara korban atau dalam masyarakat

Kecamatan Ngaglik dikenal dengan istilah begal payudara. Pihak Kepolisian tidak

dapat memberikan data yang pasti terkait kenaikan terjadinya tindak pidana

pencabulan ini dari tahun ke tahun akibat dari data kasus tersebut tidak tercatat

karena tidak ada laporan yang masuk di Polsek atau kasus tidak ditindaklanjuti

lebih dalam karena berbagai faktor.11 Namun demikian, adanya kasus perbuatan

cabul meremas payudara di wilayah hukum Polsek Ngaglik dapat dibuktikan

dengan peristiwa perbuatan cabul meremas payudara yang diunggah dalam media

sosial Twitter milik akun @lladiesgrll di mana dalam akun tersebut dijelaskan

kronologi korban berpapasan dengan pelaku. Pelaku yang tidak diketahui

identitasnya tersebut mengikuti korban di Jalan Palagan, Kapanewon Ngaglik,

Kabupaten Sleman, sekitar pukul 4.15 sampai 4.20 WIB tanggal 14 Juli 2022.

Berdasarkan keterangan korban yang dijelaskan dalam utas akun Twitter miliknya,

10 Priskilla Velicia Ong, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
ATAS KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL BEGAL PAYUDARA,” Serina III, (2
Desember 2021), hlm. 2.

11 Wawancara dengan Iptu Agus Setyo Wahyudi, Kanit Reskrim Polsek Ngaglik,
Kabupaten Sleman, 19 September 2022.
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pelaku menggunakan sepeda motor Vario berwarna hitam dan helm berwarna

hitam dengan ciri fisik pelaku yang sudah tua.12

Perbuatan cabul jenis ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Pasal 6 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut

dijelaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang,

kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan

atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang,

memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/

atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Demikian bahwa perbuatan cabul meremas payudara korban yang terjadi di

Polsek Ngaglik tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Melihat adanya fakta-fakta tersebut, sikap pihak Kepolisian atas kasus

perbuatan cabul di wilayah hukumnya patut untuk diteliti lebih lanjut juga

penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) di

Polsek Ngaglik sebagaimana fungsi Kepolisian sendiri diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 2, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

12 "Aksi Begal Payudara Kembali Resahkan Warga Ngaglik Sleman, Polisi Kesulitan
Ungkap Kasus”, https://yogya.inews.id/berita/aksi-begal-payudara-kembali-resahkan-warga-
ngaglik-sleman-polisi-kesulitan-ungkap-kasus/3, diakses 11 Desember 2022 pukul 18.45 WIB.

https://yogya.inews.id/berita/aksi-begal-payudara-kembali-resahkan-warga-ngaglik-sleman-polisi-kesulitan-ungkap-kasus/3
https://yogya.inews.id/berita/aksi-begal-payudara-kembali-resahkan-warga-ngaglik-sleman-polisi-kesulitan-ungkap-kasus/3
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hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian,

fungsi Kepolisian Sektor juga diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu

Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Dengan demikian

penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PENCABULAN)

DI POLSEK NGAGLIK.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka dapat dibuat

rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Polsek Ngaglik dalam menyikapi kasus kekerasan seksual

(pencabulan) jika ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku?

2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual

(pencabulan) di wilayah hukum Polsek Ngaglik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka dapat ditemukan

tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini yakni untuk menganalisis

sikap penegak hukum dengan ketentuan yang berlaku serta menganalisis

efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual (pencabulan) yang

terjadi di wilayah hukum Polsek Ngaglik. Kemudian dapat ditemukan pula

kegunaan penelitian sebagai berikut.
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1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian

dari referensi bacaan akademik terkait tindak pidana kekerasan seksual

(pencabulan) dengan memberikan informasi tentang sikap serta upaya

penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap kasus kekerasan

seksual (pencabulan) yang terjadi di lingkungan masyarakat wilayah

hukum Polsek Ngaglik.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

berupa ide atau gagasan kepada akademisi maupun praktisi tentang sikap

kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan

seksual (pencabulan).

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian-penelitian

terdahulu yang secara garis besar memiliki tema serupa namun dengan fokus

kajian yang berbeda. Dari hasil analisis penulis terkait penelitian-penelitian

terdahulu, terdapat karya ilmiah yang relevan terhadap penelitian ini. Beberapa

penelitian tersebut penulis sajikan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu mengenai

perbuatan cabul, penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual dan

penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

Terdapat 2 (dua) karya ilmiah yang meneliti tentang perbuatan cabul

meremas payudara korban. Pertama, karya ilmiah yang dipaparkan oleh Wildan
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Maulana Jelang Mahardika Effendi13 dengan menggunakan pendekatan yuridis

normatif. Kedua, karya ilmiah Ilham Abdul Hamid14 yang menggunakan istilah

begal seks untuk memaknai perbuatan cabul meremas payudara. Penelitian ini

menggunakan pendekatan yuridis empiris. Meskipun meneliti dengan berbeda

pendekatan, kedua karya ilmiah tersebut memiliki kesamaan membahas regulasi

tentang perbuatan cabul meremas payudara korban. Dipaparkan bahwa perilaku

kejahatan dengan sengaja melakukan pelecehan seksual menyentuh bagian tubuh

sensitif wanita, apabila korban dibawah umur akan dilindungi oleh Undang-

Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Jika korbannya adalah

dewasa, maka dapat dijerat oleh Pasal 281, 289 dan 290 KUHP dengan hukuman

penjara selama 7 tahun.

Penelitian terdahulu yang meneliti penegakan hukum pelecehan seksual

adalah penelitian milik Dida Rachma Wandayati.15 Penelitian ini mengkaji

penegakan hukum dalam proses pembuktian tindak pidana pelecehan seksual

dengan menggunakan jenis penelitian lapangan yang bertepatan di Kabupaten

Sleman. Dari penelitian lapangan yang dilakukan, memperoleh kesimpulan bahwa

penegakan hukum pidana dalam proses pembuktian di Kabupaten Sleman belum

sesuai dengan kebijakan hukum pidana. Hal tersebut dibuktikan dengan penegak

13 Wildan Maulana Jelang Mahardika Effendi, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara), Skripsi, 2020, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya
Kusuma Surabaya.

14 Ilham Abdul Hamid, Fenomena Pelecehan Seksual di Ruang Publik (Begal Seks),
2018, Universitas Komputer Indonesia.

15 Dida Rachma Wandayati, Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana dalam Proses
Pembuktian bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Sleman, Skripsi, 2018,
Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
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hukum yang tidak memanfaatkan fasilitas dari pemerintahan daerah Kabupaten

Sleman yakni P2TP2A dan FP2KPA dalam menangani pelecehan seksual.

Terdapat 3 (tiga) penelitian-penelitian terdahulu terkait penanganan tindak

pidana kekerasan seksual yang dijadikan referensi oleh penulis. Pertama, karya

ilmiah Annisa Nur Rahma Ramadhani,16 ia meneliti penanganan kejahatan

kesusilaan begal payudara di Kota Makassar dengan meninjau dari sudut pandang

korban. Kedua, karya ilmiah Audrey Stephany yang meneliti penanganan tindak

kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPT.P2TP2A17. Ketiga, karya ilmiah Neli

Zulfa Diana.18 Dalam tesis nya, ia meneliti penanganan korban tindak kekerasan

seksual oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW). Ketiga

karya ilmiah tersebut memaparkan sikap yang tepat untuk menangani tindak

pidana kekerasan seksual yang diambil dari berbagai macam sudut pandang

lembaga pemerintah baik dari lembaga hukum maupun lembaga sosial

kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian ketiga karya ilmiah tersebut, dapat

ditarik sebuah kesimpulan yang sama yaitu tentang penanganan yang seharusnya

diterapkan. Penanganan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan terbuka

1x24 jam dalam memfasilitasi laporan yang masuk, melakukan upaya konseling

serta pemulihan psikis melalui pendekatan diri terhadap korban, mengadakan

16 Annisa Nur Rahma Ramadhani, TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN
KEJAHATAN KESUSILAAN DI MUKA UMUM (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-
2021), Skripsi, 2021, Fakultas Hukum, Universitas Hsanuddin Makassar.

17 Audrey Stephany, Penanganan Korban Kekerasan Seksual (Studi Deskriptif:
Penanganan Korban Kekerasan Seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sematra, UPT.P2TP2A), Skripsi, 2021, Universitas Sumatera Utara.

18 Neli Zulfa Diana, Pola Blaming the Victim dalam Proses Penanganan Perempuan
Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita
Yogyakarta, Tesis, 2022, Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga.
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pendampingan pendampingan hukum sehingga korban mendapatkan bantuan

hukum dan akses keadilan, kemudian memberikan fasilitas rumah aman sampai

korban kembali reintegrasi kepada keluarga, membuat kebijakan serta berupaya

mencegah kasus kekerasan seksual melalui edukasi sosialisasi kepada masyarakat,

dan memberikan penanganan kekerasan seksual yang terdiri dari level personal,

kultural, dan structural.

Dari keseluruhan telaah pustaka yang diuraikan di atas, banyak penelitian-

penelitian terdahulu yang meneliti terkait kekerasan seksual dengan mengkaji baik

dari sudut pandang penegak hukum, regulasi, penanganan, dan proses sistem

peradilannya. Beberapa diantaranya mengerucut objek penelitian dengan

membahas kekerasan seksual begal payudara. Namun belum ada yang meneliti

penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) dengan jenis

meremas payudara korban di wilayah Polsek Ngaglik. Hal inilah yang menjadi

pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum

yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektif dan tolak ukur

berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum,

yakni:
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a. Struktur hukum bahwa pranata hukum itu sendiri yang menopang

sistem hukum di mana terdiri dari bentuk, lembaga, serta kinerja

pranata hukum.

b. Substansi hukum, bahwa tolak ukur berhasil atau tidaknya penegakan

hukum adalah isi dari hukum itu sendiri yang mana harus menciptakan

suatu adanya keadilan dan membina masyarakat yang makmur serta

dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat.

c. Budaya hukum, bahwa berhasil tidaknya suatu penegakan hukum

dilihat dari bagaimana para penegak hukum menjalankan perannya dan

kesadaran dari masyarakat akan peranan mereka untuk patuh dan

tunduk kepada hukum yang berlaku.19

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai

tujuan hukum. Efektivitas hukum dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial

kontrol maupun fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan. Menurut

Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor,

yaitu:

a. Hukum itu sendiri (Undang-Undang);

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum;

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

19 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika, Sebuah Pengantar, Terjemahan dari
American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa,
(2001), hlm. 6-8.
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d. Faktor masyarakat di mana penegakkan hukum berasal dari

masyarakat itu sendiri, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat

berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan penegakkan hukum.

Berhasilnya penegakan hukum selaras dengan seberapa tinggi

kesadaran dari masyarakat; dan

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.20

F. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah

penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan data

langsung yang dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan para

informan dan observasi yang selanjutnya dianalisis dengan bahan-bahan

pendukung.21

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan tujuan untuk untuk

membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai

20 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta.
PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2013), hlm. 121.
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fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti.22

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan menganalisis sikap

Kepolisian dengan ketentuan yang berlaku serta mendeskripsikan dan

menganalisis penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan)

di Polsek Ngaglik dengan menggunakan teori efektivitas hukum.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris.

Yuridis adalah pendekatan dengan melihat pada aturan perundang-

undangan yang ada serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan

dengan perbuatan cabul begal payudara perempuan. Sedangkan

empiris adalah suatu penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai

perilaku masyarakat.23 Pendekatan Empiris pada penelitian ini dilakukan

adanya suatu wawancara untuk mengetahui sikap Polsek Ngaglik terhadap

tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) dan penegakan hukum tindak

pidana kekerasan seksual (pencabulan) di wilayah hukumnya.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui beberapa tahap,

yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan Keputusan

22 Riduan dan Akdon, Rumus dan Data dalam Analisis Statistika, (Bandung: Alfabeta,
2010), hlm. 27.

23 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), hlm. 134.
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Kepolisian Resor Sleman Nomor Kep/10/1/2022,24 Polresta Sleman

menaungi 19 (Sembilan belas) Polsek. Dari keseluruhan Polsek di wilayah

hukum Polresta Sleman, peneliti mendapat data yang diperoleh melalui

wawancara pra-penelitian dan melakukan pencarian melalui media sosial,

terdapat peristiwa perbuatan cabul meremas payudara korban di wilayah

Polsek Ngaglik. Oleh karenanya, peneliti dalam memperoleh data akan

melakukan wawancara mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum Polsek Ngaglik dalam menyikapi penegakan tindak pidana

kekerasan seksual (pencabulan) yang terjadi di wilayah hukumnya serta

melakukan observasi tentang kebenaran akan upaya-upaya tersebut.

Kemudian mendokumentasi setiap tahap sebagai bukti konkret dilakukannya

penelitian.

5. Sumber data

Dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melalui

wawancara oleh pihak Kepolisian pada bagian Fungsi Reserse Kriminal,

observasi untuk mencari kebenaran dari hasil wawancara, dan

mendokumentasi setiap tahap sebagai bukti konkret dilakukannya

penelitian.

24 Keputusan Kepolisian Resor Sleman Nomor Kep/10/1/2022 Tentang Standar
Pelayanan SKCK pada Saat New Normal Masa Pandemi Covid 19 Di Lingkungan Sat Intelkam
Polres Dan Unit Intelkam Polsek Jajaran.
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b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang erat kaitannya dengan data primer.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum

yang digolongkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunkan dalam penelitian ini adalah.

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

b) Kitab Hukum Undang-Undang Pidana;

c) Kitab Hukum Undang-Undang Acara Pidana;

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia;

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual;

g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Hukum Undang-Undang Pidana.

h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana;
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i) Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat

Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;

j) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

k) Keputusan Kepolisian Resor Sleman Nomor Kep/10/1/2022

Tentang Standar Pelayanan SKCK pada Saat New Normal

Masa Pandemi Covid 19 Di Lingkungan Sat Intelkam

Polres Dan Unit Intelkam Polsek Jajaran.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan

hukum sekunder pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal ilmiah,

surat kabar, internet, dan kamus hukum.25

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

25 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Alfabeta,
2012), hlm. 67-69.
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sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus

Besar Bahasa Indonesia.26

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan metode deskriptif kualitatif yaitu teknik pengumpulan data dengan

cara mengolah dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran

secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Kerangka

berpikir yang digunakan penulis adalah kerangka deduktif-induktif agar

nantinya penelitian ini menjadi karya ilmiah yang sesuai dengan tujuan dan

kegunaannya.

Deduktif yaitu mengambil kesimpulan data dari umum ke khusus, di

mana peneliti akan menganalisis mengenai sikap aparat penegak hukum

terhadap tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) di wilayah hukumnya

dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, menganalisis tindakan-tindakan

yang telah dilakukan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana

kekerasan seksual (pencabulan) tersebut dengan konsep teori penegakan

hukum. Aparat penegak hukum disini adalah Kepolisian Sektor Ngaglik.

Sedangkan Induktif yakni mengambil kesimpulan dari data yang

sifatnya khusus ke umum di mana peneliti menganalisis data dengan dimulai

dari peristiwa khusus kemudian digeneralisasikan. Adapun penerapan dalam

penelitian ini adalah dengan menganalisis sikap dan penegakan hukum oleh

Polsek Ngaglik terhadap tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan).

26 Ibid., hlm. 69.
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G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari

penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan agar lebih teratur.

Adapun sistematika tersebut sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan, yaitu mencakup latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi konsep penegakan hukum terhadap tindak pidana

kekerasan seksual (pencabulan), yaitu mencakup penegakan hukum yang berisi

pengertian, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, dan Kepolisian

Sektor sebagai lembaga penegak hukum, kemudian tinjauan tindak pidana

kekerasan seksual (pencabulan).

Bab ketiga, berisi tentang tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan)

yang terjadi di Polsek Ngaglik, yaitu dimulai dengan informasi kekerasan seksual

(pencabulan) di wilayah hukum Polsek Ngaglik kemudian upaya-upaya yang

dilakukan oleh lembaga Kepolisian terhadap kasus kekerasan seksual (pencabulan)

di wilayah hukumnya.

Bab keempat, berisikan hal dan pembahasan pada penelitian ini, yaitu

berisi tentang analisis tinjauan hukum Kepolisian Sektor Ngaglik dalam

menyikapi tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) di wilayah hukumnya.

Kemudian pada bab ini penulis juga menjelaskan tentang tinjauan efektivitas
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penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) di wilayah

Polsek Ngaglik.

Bab kelima, berisi penutup, yaitu bagian akhir penelitian yang telah

dilaksanakan oleh penulis yang memuat kesimpulan dari pembahasan-

pembahasan sebelumnya dan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat

dalam penelitian serta diakhiri dengan saran-saran.
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BAB V

PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dan

jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta diakhiri

dengan saran-saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat

disimpulkan bahwa:

1. Dalam menyikapi kasus kekerasan seksual (pencabulan) di wilayah

hukumnya, Polsek Ngaglik belum menjalankan wewenangnya dengan baik

dibuktikan dengan menangani pengaduan secara lisan tidak tepat sesuai

KUHAP serta tidak tepat waktu menyelesaikan perkara pencabulan. Sikap

Polsek Ngaglik juga belum sesuai dengan fungsinya sebagai sebuah

Kepolisian Sektor yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun

2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan

Polsek Pasal 57 yaitu fungsi penyelidikan dan penyidikan, pemolisian,

serta penyajian informasi Polsek.

2. Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) di

wilayah hukum Polsek Ngaglik jika ditinjau menggunakan teori efektivitas

hukum terdapat beberapa faktor yang menjembatani keberhasilan

penegakan hukum yaitu faktor undang-undang dan faktor masyarakat.

Faktor yang tidak mendukung penegakan hukum tindak pidana kekerasan
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seksual (pencabulan) di Polsek Ngaglik adalah faktor penegak hukum,

faktor sarana dan prasarana, dan faktor kebudayaan. Dengan demikian, di

Polsek Ngaglik sudah ada upaya penegakan hukum namun belum

dilakukan secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka

peneliti memberikan beberapa saran, yakni:

1. Dalam menjalankan wewenangnya yaitu melakukan penyelidikan dan

penyidikan, seharusnya Polsek Ngaglik saling bersinergi antar fungsinya

agar usaha dalam menegakan keadilan dapat tercapai sehingga terciptalah

perlindungan hukum bagi warga Kapanewon Ngaglik.

2. Dalam upaya penegakan hukum, sudah sepatutnya Kepolisian

meningkatkan pengetahuan terkait ketentuan yang berlaku agar peran

fungsi Kepolisian berjalan secara maksimal juga seharusnya lebih

memperhatikan kesehatan sarana dan prasarana yang digunakan agar tetap

dapat menunjang keberhasilan suatu penegakan hukum.

3. Sebaiknya Polsek Ngaglik mengadakan sosialisasi terkait tindak pidana

kekerasan seksual kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman

serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian diharapkan

kedepannya permasalahan faktor kebudayaan seperti rendahnya kepatuhan

serta kepercayaan masyarakat dengan hukum tidak terjadi.
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